e TS I T

Menimbang : a.

Mengingat

11
I N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2006
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan asii
daerah dari sekior perparkiran perlu memungut retribusi parkir di tepi
jalan umum sesuai perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian
masyarakat;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan a diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat
dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

10, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2005 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEP
JALAN UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

3. Bupati adatah Bupati Belitung Timur.

4. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten
Belitung Timur,

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi social
politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya,

6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan
atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.,

7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yvang
bersifat sementara.

8. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan
telah ditetapkan cleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.



9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

10. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi
adatah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepl jalan umum
yang ditetapkan oleh Bupati.

11.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12.Instansi pemungut Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas
Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangn retribusi diwajibkan untuk metlakukan pembayaran
retribusi.

14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu Waijib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

15.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangn retribusi daerah.

16, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selaniutnya disingkat SKRD
adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang
terhutang.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan vyang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusi lebih besar dari
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19, Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjuthya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan ateu sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

20.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB,
SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Waijib Retribusi.

21, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka
mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan.

22.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawal Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 1I
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasai 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan
urmum,

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan parkir di tepl jalan umum;

(2) JBa;wianti Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
upati.



Pasai 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat
parkir di tepi jalan umum,

BAB 111

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5§
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum digolongkan sebagal Retribusi
Jasa Umum.

BAB 1V

MASA RETRIBUS!I DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

(1} Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati
sebagal dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

(2)Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan,

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat
parkir.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan
penggunaan jalan umum dalam rangka mempesriancar lalu lintas jalan

dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan  pelayanan,
kemampuan masyarakat dari aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan
tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.

(2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} didasarkan
pada, antara lain, volume falu lintas dan kapasitas tempat parkir.



(3) Biaya penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang
berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan parkir,

(4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
a. upah juru parkir;
b. pakatan juru parkir;
c. peluit/sempritan;

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
a. penyediaan marka dan rambu parkir;
b. mesin alat ukur pemakaian tempat parkir;

(6) Belanja modal untuk penyediaan marka dan rambu parkir serta mesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b dihitung berdasarkan
pembebanan tahunan nilai asset tesebut.

Pasal 10

(1) Struktur da besarnya tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan
parkir di tepi jatan umum.

(2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
berdasarkan jumiah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan
dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Jenis kendaraan Tarif
- bus, truk dan alat besar lainnya. Rp. 2000,-/sekali parkir
- sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenis.| Rp. 1.500,-/sekali parkir
- sepeda miotor, Rp. 1.000,-/sekali parkir
- sepeda. Rp.  500,-/sekali parkir
BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan parkir
diberikan.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.



(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi
ditetapian oleh Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Pengeluaran surat tequran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus
meiunasi retribusi yang terutang.

(3) Bentuk, jenis dan isi Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan cleh Bupati.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBTdan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertal alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi
secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut,

(4} Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat {(3), tidak dianggap sebagai surat keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.



(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus sudah memberi keputusan atas keberatan

yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang

terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan,

BAB X1V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permochonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permochonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
tetah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian retribusi  dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4} Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan.

Pasal 19

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat waiib retribusi;
b. Masa retribusi;
. Besarnya kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

secara langsung atau melalui pos tercatat dan atau jasa pengiriman
lainnya.



(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos t_ercgtat
dan atau pengiriman lainnya merupakan bukti saat permohonan diterima

oleh Bupatt,
Pasal 20

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah pembayaran kelebihan retribusi,

(2) Apabila keiebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (4), pembayaran
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buktl pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan waijib retribusi, antara
lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa becana alam, kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1}Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaui  jangka wakitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terhutangnya retribusi, kecuali apabila waiib retribusi melakukan tindak
pidana di bidang retribusi.

(2} Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini tertangguh apabila :
a. Diterbitkan surat teguran atau;
b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik fangsung
maupun tidak langsung.

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
BAB XVIiI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
(1} Wajib retribust yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6

{enam} bulan atau denda paling banyak 4 {empat) kali jumiah retribusi
terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasat 24

(1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu ditingkungan Pemerintah Daerah
dibert wewenang khusus sebagai Penyidik untuk untuk melakukan
penyidikan tindak pidana, di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

¢. meminta keterangan dan bahan buktl dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen fain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana
dimaksud pada huruf e ayat (2);

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

gl

(3} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesla, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIMAN
Pasat 25

Hal-hal yang belum diatur datam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih fanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-
undangn yang berlaku.



BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur,

Ditetapkankan di Manggar
pada tanggal 6 November 2006

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 54.



